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Mantan Kadiskominfo lrmbrana
---

Divonis Setahun

PUTUSAN: Mantan Kepara-D_inas Komunikasi Kabupaten J_embrana, Gusti Ngurah BagusPutra Riyadidialog dengan penasihat nurumnya dtlhh divonis rrir<im remiiin.

Tidak hanya itu, selain terdakwa I(adis
Gusti Putra Riyadi memberi pengarahan
menggunakan uang hasil retribusi Ter_
minal Manuver Gilimanuk sebagai uang
makan, terdakr,va juga disebut melakukan
perbuatan memperkaya diri sendiri,
orang lain, dengan memberi persetujuan
penyisihan hasil retribusi. Kadis Kominfo
setiap bulannya mendapatkan dana
penyisihan Rp I juta. penerima lainnya
adalah Kasi Puru Widarra, I Made Agus
t eo Iay4 Gusti Agung Oka Dipun4 Wayan
Sujana, Komang Tri Setiani. Bahkan dari
tabel yang didapat jaksa diakumulasiyang
menerima Gusti Purra Riyadi Rp 9.466.825.
Ada nama penerima I putu Widarta Rp 4
juta, MadeI€oRp4 juta, SujanaRp3 juta,
Nyoman Kamar Rp 3 juta, tusana Rp I juta
dan Dama Rp 25 juta.
Namun demikian, sebagaimana bi-

asanya pihak pengelola tetap membuat

laporan pertanggung jawaban atas pener-
imaan di Terminal Manuver Gilimanuk
Namun, kata jaksa di depan persidangan,
laporan tersebut dibuat secara rutf atau ti_
dak dalam kondisi sebenamya. Kemudian
hasil retribusiyang sudah dibagi-bagi iru
digunakan untukkeperluanpribadi Gusti
Putra Riyadi dan Darna.

Kata jaksa, Putra Riyadi selain me-
nerima insentif Rp 9.466.875, terdakr.va
Putra Riyadi juga menerima uang Rp
18.76B.875, yang seharusnya menjadi hak
karyawan lain.Namun demikian, dari seh-
tar23 orangpenerim4 kebanyakan sudah
mengembalikannya. Sedangkanakibat
tindakan para terdakwa dari hasil audit
BPKP Perwakilan BaIi, atas retribusi Ter-
minal Manuver Gilimanuk pada tahun
20 16 -2017, atas adanya dum- duman alias
bagi-bagiduititunegara dirugikansebesar
Rp 429.700.0ffi . (pra/di$
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Korupsi TukadMati
DibukaLagi

- 
DENPASAR-Kasus dugaan

korupsi proyek .Iukad 
Mati di

Ialan Legian, Kuta, Badung
memasuki babak baru. Setelai
sempat mandeg pascaputu_
san praperadilan (praper)
yang mengabulkan sebagian
atas permohonan yang dia_
JuTul gyu dari tiga tersangka,
yakni Kasi pengairan Dinas
Pekerjaan Umum dan peruma_
han. Rakyat (pUpR) Kabupaten
Badung, I Wayan Seraman;
d-an Kabid pengairan pUpR
Kabupaten Badung, AA Gede
Da.lem, dengan mencabut sta_
tus tersangka pemohon pada
November 2012 lalu. Iumat
(2816) kemarin, Kejaksaan Neg_
eri (Kejari) Denpasar secara

resmi mengiumumkan perkem_
bangan terbaru kasus ini.

^5"q311 
Kejari Denpasar,

Sila Haholongan pulungan
menyatakan menindaklanjuti
hasil prape4 Kejari Denpasar
menyatakan bahwa kasus ko_
rupsi Tukad Mati akan dilan_
ju&an alias dibuka lagj.

Keputusan Kejari benpas_
ar melanjutkan perkara, ini
menyusul adanya surat seka_
trgus perhitungan resmi dari
kantor Badan pemeriksaan
Keuangan provinsi (Bpl(p)
Bali. " sesuai pR (pekerjaan
rumahj pertanyaan dua bu_
lan lalu (April 20lS) renrang
sampai dimana perkemban_
gan kasus Tukad Mati saat

KAJART otrror*,"Ui. ffi:
ongan pulungan.

ini sudah ada hasil perhitun_
gan dari BpKp,,,tegasnya did_
ampingi Kepala Seksi Tindak
Pidana Khusis (Kasi pidsus)
Kejari Denpasar, Tri Syahru
Wirakosada bersama para

pejabat di.lingkungan Kejari
uenpasar kemarin.

1'Suratresmi dari kepala BpKp
termasuk besaran. nilai keru_
gian negara sudah kami teri_
ma tanggal 22 Mei 2018, dan
mohon maaf baru bisa kami
sampaikan setelah libur hari
rayai'tambahnya.

.Mengacu hasil praper, ke_
rrga orang yang sebelumnya
ditetapkan tersangka dan di_
cabut sampai menunggu hasil
keputusan nilai kerugian dari
BPKP secara otomatis akan
berlanjut tanpa penyidikan
ulang. "Tetapi soal tersangka
Itu nanti. Setelah menerima
surat dari BPKR kami akan
pelajari dulu putusan praper.

Termasuk nanti spintnya, kami
juga masih pikirkan. yang jelas
kalau mengacu putusan praper

\an ryal nilai kerugian negara
dari BPKp dan status tersang_
ka. Iadi kami tidak akan sidik
ulangi'urainya.

Sebagaimana diketahui se_
belumnya, dalam perkara
ini, penyidik dari pidsus Ke_
jari Denpasar menetapkan
tiga orang tersangka. fetiga
tersangka itu masing_mas_
ing Kasi Pengairan Dinas
PUPR Badung, I Wayan Sera_
man; Kabid fengairan pUpR
Kabupaten B{dung, AA Gede
Dalem; dan pihak rekanan
atau kontraktor, I Wayan Suta_
ya. (pra/dot)
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AMLAPItrRA - Banyak rumah
jabatan dtau rumah dinas
(rumdis) pejabat pemerintah
maupun anggota Dewan di
Bali, kondisinya rusak berat.
Sehingga, banyak pula yang
tak ditempati.

Begitu hElnya dengan rumdis
pejabat dil Karangasem. Seba-
gian ada yang rusak, ada juga
yang masih bagus. Menurut
Kabag Humas dan Protokol
Pemkab Karangasem I Gede
Waskita Sutadewa, untuk
rumah jabatan tidak semua
SKPD dapat.

Menurutnya, hanya sebagian
kecil saja pejabat di Karan-
gasem yang mendapat jatah
rumah dinas. Rumah dinas
para pejabat tersebut ada yang
dalam kondisi baik dan masih
ditempati. Ada juga yang be-
ralih fungsi karena di pinjam
sebagai kantor dan ada juga
yang rusak berat.

Pimpinan DPRD Karangas-
em, termasuk pejabat yang
mendapatkan rumah dinas
atau rumah jabatan. Hanya
saja, saat ini baru Ketua DPRD
Karangasem I Nengah Sumar-
di yang rpenempati rumah
jabatan tersebut.

Rumah jabatan ketua DPRD
Karangasem sendiri terletak
di Lrtara GedungDPRD Karan-
gasem, Jalan Kartini. Sementa-
ra rumah jabatan wakil ketua

r{0ilDt$ nUHAH D|ltAS r}t tmmilGAs[r}|

;)
Sebelumnya, rumah

dinas wakil ketua DPRD
ini(DPRD Karangas-

em, Red) juga sempat
dipinjamkan ke Kejari
Amlapura saat Kejari
sedang membangun
kantor baru diJalan

Jaya Tirta."
IGEDE WASKITA SUTADEWA

Kobog Humos Pemkob Korongosem

DPRD Karangasem belum
difungsikan. Empat wakil ket-
ua DPRD Karangasem belum

, menempati rumah dinas. Ini
karena rumah dinas yang diba-
ngun masih kurang.
Di mana, satu wakil ketua

belum kebagian rumah dinas.
Sekarang ini, rumah dinas
wakil ketua DPRD Karan-
gasem sudah dikembalikan
ke eksekutif dan menjadi
.kewenangan Sekkab. Saat ini
rumah dinas tersebut dip-
injamkan sebagai Kantor
Badan Narkoba Kabupetan
dan Kantor Saber Pungli.
"Sebelumnya, rumah dinas
wakil ketua DPRD ini (DPRD
Karangasem, Red) juga sem-
pat dipinjamkan ke Kejari
Amlapura saat Kejari sedang
mernbangun kantor baru di

Ialan laya Tirtai' kata Waskita.
Rumah jabatan camat juga

setalil tiga uang. Di antaranya
rumah jabatan Camat Side-
men, rusak berat. Sehingga
tidak bisa ditempati. Begitu
juga dengan rumah jabatan
Camat Abang yang juga dalam
kondisi rusak.

Camat Abang mengakui,
kondisi rumah jabatannya
rusak berat. Seiauh ini be-
lum mendapat anggaran
untuk perbaikan.

Camat Selat Nengah Danu
mengakui, rumah dinas ja-
batan Camat Selat sudah sem-
pat dilakukan perbaikan. Awal-
nya rumah jabatan tersebut
rusakparah. Hanya saja, belum
final perbaikannya. Sehingga,
masih dipinjamkan kepada
mahasiswa yang KKN di Selat.

Untuk OPD, jatah rumah di-
nas hanya untuk Direktur RS

Amlapura. Camat Rendang
Wayan Mastra .mengakui,
rumah jabatannya dalam
kondisi bagus. Rumah ja-
batan tersebut juga tengah
ditempati. Pada 2016 lalu,
sempat mendapatkan ang-
garan perawatan. Anggaran
tersebut menurut Mastra
untuk perbaikan dapur.

"Kalau di Rendang, rumah
dinas masih bagus, layak
huni," ujarnya.
Kabag Humas I Gede

Waskita Sutadewa menga-
kui, kalau Pemkab Karan-
gasem sekarang ini tengah
mendata rumah dinas camat
dan pejabat lainya. Mana
yang rusak akan segera di-
anggarkan, disesuaikan ke-
mampuan keuangan derah.
"Ya, sedang di inventalisir
dan akan segera dilakukan
perbaikan. Makanya, masih
dicek dulu tingkat keru-
sakannya," papar Waskita.

Sekwan DPRD Karangasem I
Wayan Ardika membenarkan
kalau rumah dinas jabatan
pimpinan Dewan hanya satu
yang ditempati. "Tiga rumah
dinassudah kami kembalikan
ke eksekutif," ujarnya.

Selama ini, kata Sekwan,
hanya mengganggarkan per-
awatan rumah dinas ketua
Dewan. "Dianggarkan Rp 25
juta per tahun untuk rumah
jabatan ketua DPRD," ujar
Ardika. Anggaran tersebut di
antaranya digunakan untuk
melakukan pengecatan dan
juga perbaikan tarIrall..

Rumah dinas wakil ketua
Dewan tidak lagi dianggarkan
Seloran, untuk perawatannya.
Sementara itu, Sekkab Karan-
gasem Adnya Mulyadi juga
mengakui kalau sebagian
rumah jabatan dalam kondisi
rusak, juga ada yang beralih
fungsi. (traldio)
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